
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru
Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain,
Taman Penitipan Anak Dan Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota
Banjarmasin;

a. bahwa untuk mcningkatkan kinerja dan
kesejahteraan bagi Guru Honorer Pendidikan Anak
Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain,
Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Sejenis), maka Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 ten tang
Pemberian Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak­
Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak
Dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas
Pendidikan Kota Banjarmasin perlu dilakukan
penyesuaian terkait pembayaran insentif;

Menimbang

WALlKOTABANJARMASIN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANWALIKOTABANJARMASIN
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURANWALl KOTABANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
HONORER TAMANKANAK- KANAK,KELOMPOK BERMAIN, TAMAN

PENITIPANANAKDAN SATUANPENDIDIKAN ANAKUSIA DINI SEJENIS
DINAS PENDIDIKAN KOTABANJARMASIN

WALl KOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6858);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4301);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang­
Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat



11. Peraturan Daerah KotaBanjarmasin Nomor7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang PedomanTeknis PengelolaanKeuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor1781);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor1668);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50
Tahun 2007 tentang Standar PengelolaanPendidikan
oleh Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6322);



PasalS

(1) Pembayaran Insentif Guru Honorer dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan
sekali dalam satu tahun anggaran.

Ketentuan Pasal S Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan WaH Kota Banjannasin Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak­
Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal I

Menetapkan: PERATURANWALlKOTATENTANGPERUBAHANKEEMPAT
ATAS PERATURANWALl KOTA BANJARMASINNOMOR 6
TAHUN2021 TENTANGPEMBERIANINSENTIFBAGI GURU
HONORERTAMANKANAK- KANAK,KELOMPOKBERMAIN,
TAMANPENITIPANANAKDANSATUANPENDIDIKANANAK
USIA DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANJARMASIN.

MEMUTUSKAN:

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjannasin Nomor 66);

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);



BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2023 NOMOR85

Diundangkan di Banjarrnasin
pada tanggal 11 Juli 2(2.3

SEKRETARISDAERAHKOTABANJARMASIN,

IBNUSINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juli 202.3
WALl KOTA BANJARMASIN,

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dcngan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal n

(2) Pelaksanaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan ke
rekening Guru atau Pendidik.

(3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
kepada:
a. Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah Swasta sebesar Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang; dan
b. Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah Negeri sebesar Rp

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang.
(4) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mulai

dibayarkan pada bulan Oktober 2023.


